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BAB I PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Provinsi Jawa Tengah hingga saat ini masih memiliki permasalahan terkait dengan 

kawasan permukiman kumuh. Kawasan permukiman kumuh tersebut dapat terbentuk 

akibat beberapa faktor, yaitu tingginya tingkat urbanisasi, adanya keterbatasan lahan, 

dan tingkat sosial-ekonomi yang rendah. Hal ini menyebabkan tidak dapat terpenuhinya 

fungsi dari kawasan permukiman, yang salah satunya adalah menjamin kualitas hidup 

dari penghuninya. 

Kawasan permukiman seharusnya menjadi hunian yang dapat mendukung aktivitas 

sehari-hari dan meningkatkan kualitas hidup dari penghuninya. Langkah-langkah 

strategis untuk menangani kawasan permukiman kumuh dan mencegah kawasan 

permukiman tersebut kembali menjadi kumuh kembali sangat diperlukan untuk 

menjamin kualitas hidup masyarakat. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman telah disusun sebagai pedoman untuk 

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dalam memastikan kelayakan 

kawasan permukiman bagi masyarakatnya, yang di dalamnya terdapat kegiatan 

penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan 

peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. 

Hingga saat ini pertumbuhan luasan kawasan permukiman kumuh di Jawa Tengah 

memerlukan penanganan yang lebih optimal dan upaya pencegahan tumbuh 

berkembangnya permukiman kumuh. Pada awalnya luasan kawasan permukiman 

kumuh adalah sebesar 3.004,59 ha (baseline / kuncian RPJMD 2018 ɀ 2023), kemudian 
sampai dengan tahun 2022 terdapat penanganan sebesar 2.433,49 ha, sehingga sisa 

kawasan permukiman kumuh tinggal 571,10 ha. Akan tetapi pada perjalanannya 

kawasan permukiman kumuh mengalami penambahan luasan dengan dikeluarkannya 

SK Kumuh Kab/Kota sebesar 7.667,25 ha, sehingga luasan kawasan permukiman kumuh 

total menjadi 10.671,84 ha. Luas kawasan permukiman kumuh sebesar 10.671,84 ha ini 
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kemudian tertangani 4.567,93 ha, sehingga menyisakan luasan sebesar 6.094,91 ha. 
Luasan inilah yang kemudian menjadi baseline / kuncian RPD 2024 - 2026. Pada Bulan 

September 2024 luasan kawasan permukiman kumuh tercatat sebesar 12.365,96 ha 

(akibat pembaruan SK Kumuh Kab/Kota) dan terdapat penanganan sebesar 6.563,72 ha, 

sehingga total luasan kawasan permukiman kumuh menjadi 5.802,24 ha, dengan 

perincian 4.432,70 ha sisa baseline/ kuncian RPD dan 1.369,54 ha sisa dari penambahan 

kawasan kumuh berdasarkan pembaruan SK Kab. / Kota. 

Pendataan kawasan permukiman kumuh di Eks Karesidenan Kedu (Wilayah II) Jawa 

Tengah terdiri dari Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten 

Wonosobo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Magelang, Kota Magelang dan Kota Salatiga. 

Dalam proses ini, pertimbangan terhadap aspek-aspek kekumuhan dan parameter lain 

yang menggambarkan kondisi lingkungan kawasan permukiman kumuh tersebut 

diperlukan, baik dari segi sarana dan prasarana maupun kelayakan tempat tinggal. 

 

1.2. TUJUAN DAN SASARAN 

1.2.1 Tujuan  

Kegiatan Studi Kawasan Permukiman Kumuh Eks Karesidenan Kedu (Wilayah II) yang 

akan dilaksanakan memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Inventarisasi Data Kawasan Permukiman Kumuh Eks Karesidenan Kedu (Wilayah II) 

menggunakan Sistem Informasi Kawasan Permukiman (SI-Kaper); 
2. Melakukan simulasi penuntasan Kawasan Permukiman Kumuh Eks Karesidenan 

Kedu (Wilayah II) luasan 10 Ha ɀ 15 Ha sesuai kebijakan strategis Provinsi Jawa 

Tengah; 

3. Data Baseline Penyediaan PSU Permukiman; 

4. Verifikasi RTLH Kawasan Permukiman Kumuh EKS Karesidenan Kedu (Wilayah II) 

luasan 10 Ha ɀ 15 Ha. 

1.2.2 Sasaran  

Sasaran dari kegiatan Studi Kawasan Permukiman Kumuh Eks Karesidenan Kedu 

(Wilayah II) yaitu: 

1. Menginventarisasi Kawasan Permukiman Kumuh Eks Karesidenan Kedu (Wilayah II) 

yang menggambarkan keadaan dan informatif; 
2. Menyusun prioritas penanganan kawasan permukiman kumuh berdasarkan hasil 

pendataan Kawasan Permukiman Kumuh Eks Karesidenan Kedu (Wilayah II) sesuai 

dengan kebijakan strategis yang berlaku; 

3. Mengupdate ketersediaan data Sistem Informasi Kawasan permukiman; 

4. Menyusun data/Baseline PSU Permukiman; 

5. Memverifikasi data RTLH di kawasan permukiman kumuh luasan 10 Ha ɀ 15 Ha. 
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1.3. RUANG LINGKUP 

1.3.1 Ruang Lingkup Wilayah  

Ruang lingkup wilayah dari kegiatan Studi Kawasan Permukiman Kumuh Eks 

Karesidenan Kedu (Wilayah II) dengan memperhatikan kondisi eksisting. Eks 

Karesidenan Kedu (Wilayah II) meliputi Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, 

Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan 

Kota Salatiga. 

 

Gambar 1. 1 
Peta Ruang Lingkup  Wilayah  Eks Karesidenan Kedu (Wilayah II)  

 

1.3.2 Ruang Lingkup Materi  

Lingkup materi yang akan menjadi bahasan pada Studi Kawasan Permukiman Kumuh 
Eks Karesidenan Kedu (Wilayah II) secara garis besar terkait pada aspek fisik bangunan 

serta sarana dan prasarana kawasan permukiman. Pembahasan aspek fisik bangunan 

serta sarana dan prasarana kawasan permukiman antara lain mengenai : 

1. Kondisi eksisting kelayakan bangunan hunian (RTLH) di kawasan permukiman. 

2. Kondisi eksisting prasarana, sarana, dan utilitas kawasan permukiman. 

3. Kondisi ideal prasarana, sarana dan utilitas kawasan permukiman. 

4. Kondisi ideal bangunan hunian yang layak huni. 

5. Kebutuhan bangunan layak huni di kawasan permukiman. 

6. Kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas untuk mengurangi tingkat kekumuhan 

pada kawasan permukiman. 
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1.4. LANDASAN HUKUM 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah; 

3. Peraturan Pemerintah Rebuplik Indonesia Nomor 88 Tahun 2014 tentang 

Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; 

4. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun 2021 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun   2016   tentang   
Penyelenggaraan   Perumahan   dan Kawasan Permukiman; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di 

Daerah; 

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia 

Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Pengingkatan Kualitas Terhadap 

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; 

7. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044; 

8. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. 46 Tahun 2021 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa 
Tengah. 
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1.5. KERANGKA PIKIR 

 

Gambar 1. 2 
Kerangka Pikir  
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1.6. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Adapun sistematika laporan pendahuluan Studi Kawasan Permukiman Kumuh Eks 

Karesidenan Kedu (Wilayah II) adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan uraian tentang latar belakang penyusunan, tujuan dan sasaran, 

ruang lingkup, landasan hukum, kerangka pikir, serta sistematika penulisan dalam 

penyusunan Studi Kawasan Permukiman Kumuh Eks Karesidenan Kedu (Wilayah II). 

BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH  

Bab ini berisikan uraian mengenai profil wilayah, profil kumuh, profil prasarana, sarana, 

dan utilitas di wilayah Eks Karesidenan Kedu (Wilayah II) meliputi Kabupaten Purworejo, 

Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten 

Magelang, Kota Magelang, dan Kota Salatiga. 

BAB III ANALISIS 

Bab ini berisikan pembahasan analisis yang telah dilakukan, diantaranya analisis 

prioritas penanganan kumuh, analisis RTLH, dan analisis wilayah blankspot di wilayah 

Eks Karesidenan Kedu (Wilayah II). 

 

BAB IV HASIL ANALISIS 

Bab ini berisikan rangkuman dari hasil analisis yang telah dilakukan pada Studi Kawasan 

Permukiman Kumuh Eks Karesidenan Kedu (Wilayah II) antara lain inventarisasi data 
kumuh pada SiKAPER, prioritas penanganan kumuh, RTLH, dan wilayah blankspot pada 

setiap kabupaten/kota. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari studi yang telah dilakukan dan rekomenndasi dalam 

melakukan tindak lanjut pada hasil Studi Kawasan Permukiman Kumuh Eks Karesidenan 

Kedu (Wilayah II).
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BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH 

 

 

 

 

 

Wilayah kerja kegiatan studi kawasan permukiman kumuh Eks Karesidenan Kedu 

(Wilayah II) terdiri dari Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten 
Wonosobo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Magelang, Kota Magelang dan Kota Salatiga 

dengan luas wilayah sekitar 5.572 km2. Karesidenan Kedu sebenarnya sudah lama dihapus 

dalam administrasi negara, namun penamaan tersebut masih digunakan untuk membantu 

administrasi provinsi. Eks Karesidenan Kedu berada di koordinat 109°22'50.03" sampai 

110°32'6.34"BT  dan 7° 4'23.26" sampai 7°53'32.55" LS. Eks Karesidenan Kedu berbatasan 

langsung dengan Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kabupaten Batang dan 

Kabupaten Banjarnegara di sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Semarang, 

Kabupaten Boyolali, Provinsi DIY disebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten 

Banjarnegara, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap di sebelah barat dan 

berbatasan dengan Samudera Hindia di sebelah selatan. 

2.1. KABUPATEN PURWOREJO 

2.1.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Purworejo  

Kabupaten Purworejo memiliki luas wilayah sekitar 1081,45 km2 yang terbagi dalam 16 

Kecamatan, 494 Kelurahan/Desa, 1.842 RW dan 4.675 RT. Jumlah Penduduk Kabupaten 

Purworejo pada tahun 2023 mencapai 788.265 jiwa, dengan 394.698 laki-laki dan 393.567 

ÐÅÒÅÍÐÕÁÎȢ +ÁÂÕÐÁÔÅÎ 0ÕÒ×ÏÒÅÊÏ ÂÅÒÁÄÁ ÐÁÄÁ ÐÏÓÉÓÉ ρπωЈ τχȭςψȱ ÓÁÍÐÁÉ ρρπЈ ψȭςπȱ "4 

ÄÁÎ χЈ σςȭ ÓÁÍÐÁÉ χЈ υτȭ ,3Ȣ +ÁÂÕÐÁÔÅÎ ÉÎÉ ÂÅÒÂÁÔÁÓÁÎ ÄÅÎÇÁÎ +ÁÂÕÐÁÔÅÎ 7ÏÎÏÓÏÂÏ ÄÁÎ 

Kabupaten Magelang di utara, Kabupaten Kulon Progo (Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta di timur), Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Kebumen di sebelah 
barat. 
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Gambar 2. 1 

Peta Wilayah Kabupaten Purworejo  

2.1.2 Profil Kumuh Kabupaten Purworejo  

Berdasarkan SK Bupati Nomor 160.18/526/2020 Kawasan Kabupaten Purworejo 

memiliki 7 Kawasan kumuh yakni Kawasan Baledono seluas 13,50 Ha, Kawasan Keseneng 

seluas 2,80 Ha, Kawasan Mranti seluas 4,39 Ha, Kawasan Purworejo seluas 10,00 Ha, 

Kawasan Pangenjurutengah seluas 39,90 Ha, Kawasan Pengenrejo 7,90 Ha dan Kawasan 

Kutoarjo seluas 48,92 Ha. 

Pada tahun 2024 Kabupaten Purworejo telah melakukan update pendataan kumuh dan 

penanganan kumuh yang disahkan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan melalui Berita Acara nomor 600.2/2001/2024 berikut detail lokasi kumuh 

yang ada di Kabupaten Purworejo. 

Tabel II. 1 
Luas Kumuh Akhir  Tahun 2024 Kabupaten Purworejo  Berdasarkan BA Pengurangan Luasan Kumuh  

No Kawasan Kelurahan Kecamatan 

Luas 
Awal 
2024 
(Ha) 

Sisa Kumuh Tahun 
2024 Status Klasifikasi 

Perkotaan/ 
Perdesaan 

Luas 
(Ha) 

Luas 
Kawasan 

(Ha) 

1 Baledono Baledono Purworejo 2.33 2.33 2.33 Perkotaan 

2 Keseneng Keseneng Purworejo 2.80 2.80 2.80 Perkotaan 

3 Mranti  Mranti  Purworejo 2.92 2.92 2.92 Perkotaan 

4 Purworejo Purworejo Purworejo 0.85 0.85 0.85 Perkotaan 

5 Pangenjurutengah Pangenjurutengah Purworejo 4.83 4.83 4.83 Perkotaan 

6 Pangenrejo Pangenrejo Purworejo 3.00 3.00 3.00 Perkotaan 

7 Kutoarjo Kutoarjo Kutoarjo 1.93 0 0 Perkotaan 

Total Luasan Kumuh Kabupaten Purworejo 2024  16.73  

Sumber : BA Penyepakatan Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh Tahun 2024 Kabupaten Purworejo dan Peraturan 

KaBPS No. 120 Tahun 2020 

Berdasarkan berita acara hasil penanganan kumuh dan update data kumuh terakhir tahun 

2024, Kawasan Baledono memiliki sisa luas kumuh sekitar 2,33 Ha, Kawasan Keseneng 

seluas 2,80 Ha, Kawasan Mranti seluas 2,92 Ha, Kawasan Purworejo seluas 0,85 Ha, 
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Kawasan Pangenjurutengah seluas 4,83 Ha, Kawasan Pangenrejo seluas 3,00 Ha dan 

Kawasan Kutoarjo seluas 0,00 Ha. 

 

2.1.3 Profil Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kabupaten Purworejo  

2.1.3.1 Sektor Penyediaan Air Minum 

a. Rawan Air  Minum  

Berdasarkan data kerawanan air yang dikeluarkan Dinas PU BMCK Provinsi Jawa 

Tengah diketahui bahwa Kabupaten Purworejo sekitar 63,97% wilayahnya atau 

316 desa/kelurahan bukan termasuk daerah rawan air minum, mayoritas 

desa/kelurahan yang tidak rawan air merupakan daerah di perbukitan dan 

perkotaan. Sedangkan ada sekitar 36,03% atau 178 desa kelurahan merupakan 

daerah rawan air minum, mayoritas daerah rawan air minum merupakan daerah 

pesisir pantai selatan jawa seperti Desa Ukirsari, Kertojayan, Munggungsari dll di 

Kecamatan Grabag, Desa Depokrejo, Malang, Pagak dll di Kecamatan Ngombol, 

Desa Nampulrejo, Geparang, Jatikontal dll di Kecamatan Purwodadi. Berikut 

merupakan rincian data kerawanan air minum di Kabupaten Purworejo : 

Tabel II. 2 
Tingkat Kerawanan Air Minum Kabupaten Purworejo  

Kerawanan Air  Jumlah Desa Persentase 

Rawan Air 178 36.03% 

Tidak Rawan Air 316 63.97% 

Total  494 100.00%  

Sumber : Dinas PU BMCK Provinsi Jateng 

 
Gambar 2. 2 

Peta Kerawanan Air Minum Kabupaten Purworejo  
Sumber : Dinas PU BMCK Provinsi Jateng 
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b. Cakupan Pelayanan Air Minum  

Berdasarkan data cakupan pelayanan air minum yang dikeluarkan Dinas PU BMCK 

Provinsi Jawa Tengah diketahui bahwa sebagian besar cakupan pelayanan air di 
Kabupaten Purworejo masih rendah yakni sekitar 57,69% atau 285 

desa/kelurahan belum mendapatkan pelayanan air minum yang baik, mayoritas 

berada di daerah pesisir pantai selatan jawa seperti Desa Ukirsari, Kertojayan, 

Munggangsari dll di Kecamatan Grabag, Desa Depokrejo, Malang, Pagak dll di 

Kecamatan Ngombol, Desa Nampurejo, Jatimalang, Jatikontal dll di Kecamatan 

Purwodadi. Sedangkan daerah yang sudah terlayani akses air minum dengan 

kategori tinggi dan sangat tinggi mayoritas berada di perkotaan Kecamatan 

Purworejo, dan daerah perbukitan di Kecamatan Loano, Kecamatan Bener dan 

Kecamatan Gebang. Berikut merupakan rincian data cakupan pelayanan air 

minum di Kabupaten Purworejo : 

Tabel II. 3 
Cakupan Pelayanan Air  Minum Kabupaten Purworejo  

Cakupan Pelayanan 
Air Minum  

Klasifikasi  Jumlah Desa Persentase 

0% - 25% Rendah 285 58% 

25% - 50% Sedang 105 21% 

50% - 75% Tinggi 56 11% 

75% - 100% 
Sangat 
Tinggi 

48 10% 

Total  494 100%  

Sumber : Dinas PU BMCK Provinsi Jateng 

 
Gambar 2. 3 

Peta Cakupan Pelayanan Air Minum Kabupaten Purworejo  
Sumber : Dinas PU BMCK Provinsi Jateng 
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c. Int ervensi Penanganan  

Berdasarkan data mengenai penanganan penyediaan air minum baik melalui 

APBN maupun APBD bahwa mayoritas kegiatan penanganan air bersih di 
Kabupaten Purworejo adalah program PAMSIMAS yang ada di 95 desa/kelurahan, 

kemudian program DAK Air Minum yang ada di 34 desa/kelurahan, program 

SPAM Desa ada di 5 desa/kelurahan, dan SPAM Regional yang ada di 3 

desa/kelurahan. Berikut merupakan rincian kegiatan intervensi penanganan 

sektor air minum di Kabupaten Purworejo : 

Tabel II. 4 
Kegiatan Intervensi Penanganan Sektor Air  Minum  di Kabupaten Purworejo  

No Kegiatan  Desa/ Kelurahan  Persentase 
1 PAMSIMAS 95 69.34% 
2 SPAM Regional 3 2.19% 

3 DAK Air Minum 34 24.82% 
4 SPAM Desa 5 3.65% 

Total  137 100%  
Sumber : BPPW Jateng, DPU BMCK Jateng, dan Disperakim Jateng, Tahun 2019-2024 

 
Gambar 2. 4 

Peta Intervensi Penan ganan Sektor Air Minum Kabupaten Purworejo  
Sumber : BPPW Jateng, DPU BMCK Jateng, dan Disperakim Jateng, Tahun 2019-2024 

2.1.3.2 Sektor Pengelolaan Air Limbah 

a. Risiko Air Limbah  

Berdasarkan Dokumen SSK Purworejo Tahun 2017-2021 mengenai risiko air 

limbah diketahui bahwa risiko air limbah Kabupaten Purworejo berada di tingkat 
sedang hingga tinggi dengan jumlah risiko sedang mencapai 201 desa/kelurahan 

dan risiko tinggi mencapai 196 desa/kelurahan. Desa/kelurahan ini menyebar 

keseluruh Kabupaten Purworejo. Sedangkan untuk daerah dengan risiko air 

limbah sangat tinggi ada 14 desa/kelurahan diantaranya desa Watudur, Brunosari 

di Kecamatan Bruno, Desa Kaligondang dan Kaligintung di Kecamatan Pituruh, 

Desa Kunir dan Klepu di Kecamatan Butuh. Desa Ngadirejo di Kecamatan Loano, 
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Sumowono di Kecamatan Kaligesing. Berikut merupakan rincian tingkat risiko air 

limbah di Kabupaten Purworejo : 

Tabel II. 5 
Tingkat Risiko Air Limbah Kabupaten Purworejo  

Skor Risiko 
Air Limbah  

Klasifikasi  Jumlah Desa Persentase 

1 Rendah 83 16.80% 

2 Sedang 201 40.69% 

3 Tinggi 196 39.68% 

4 Sangat Tinggi 14 2.83% 

Total  494 100.00%  

Sumber : SSK Kabupaten Purworejo, 2017-2021 

 
Gambar 2. 5 

Peta Risiko Air Limbah Kabupaten Purworejo  
Sumber : SSK Kabupaten Purworejo, 2017-2021 

b. Cakupan Pelayanan Air Limbah  
Berdasarkan Dokumen SSK Purworejo Tahun 2024 mengenai cakupan pelayanan 

air limbah diketahui bahwa hampir seluruh wilayah Kabupaten Purworejo 

mempunyai cakupan layanan air limbah yang rendah yakni sekitar 97,17% atau 

480 desa/kelurahan. Hanya desa Borowetan dan Kaliwatubumi yang tergolong 

dalam pelayanan air limbah yang sangat tinggi. Berikut merupakan rincian 

cakupan pelayanan air limbah di Kabupaten Purworejo : 

Tabel II. 6 
Cakupan Pelayanan Air Limbah Kabupaten Purworejo  

Cakupan Pelayanan 
Air Limbah  

Klasifikasi  Jumlah Desa Persentase 

0% - 25% Rendah 480 97.17% 

25%-50% Sedang 12 2.43% 
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Cakupan Pelayanan 
Air Limbah  

Klasifikasi  Jumlah Desa Persentase 

50% - 75% Tinggi 1 0.20% 

75% - 100% 
Sangat 
Tinggi 

1 0.20% 

Total  494 100.00%  

Sumber : SSK Kabupaten Purworejo, 2024 

 
Gambar 2. 6 

Peta Cakupan Pelayanan Air Limbah Kabupaten Purworejo  
Sumber : SSK Kabupaten Purworejo, 2024 

c. Intervensi Penanganan  

Berdasarkan data mengenai penanganan pengelolaan air limbah baik melalui 

APBN maupun APBD bahwa mayoritas kegiatan penanganan air limbah di 

Kabupaten Purworejo adalah kegiatan APBN berupa program DAK Sanitas yang 

ada di 25 desa/kelurahan, kemudian ada program Sanimas SPALDS yang ada di 4 

desa/kelurahan. Berikut merupakan rincian kegiatan intervensi penanganan 

sektor air limbah di Kabupaten Purworejo :  

Tabel II. 7 
Kegiatan Intervensi Penanganan Sektor Air Limbah di Kabupaten Purworejo  

No Kegiatan  Desa/ Kelurahan  Persentase 
1 Sanimas SPALDS 4 13.79% 
2 DAK Sanitasi 25 86.21% 

Total  29 100%  
Sumber : BPPW Jateng, 2019-2024 
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Gambar 2. 7 

Peta Intervensi Penanganan Sektor Air Limbah di Kabupaten Purworejo  
Sumber : BPPW Jateng, 2019-2024 

2.1.3.3 Sektor Pengelolaan Persampahan 

a. Risik o Persampahan 

Berdasarkan Dokumen SSK Purworejo Tahun 2017-2021 diketahui bahwa 

sebagian besar risiko persampahan tergolong pada kategori tinggi yakni sekitar 

55,06% atau 272 desa/kelurahan yang tersebar di seluruh Kabupaten Purworejo. 

Dan ada sekitar 7,49% atau 37 desa/kelurahan memiliki kategori risiko 

persampahan sangat tinggi dan mayoritas berada di area perbukitan yang ada 

pada bagian timur dan utara Kabupaten Purworejo seperti di Desa Somongsari, 

Hulosobo, Donorejo Kaligono di Kecamatan Kaligesing, Desa Tegalsari, Cepedak di 

Kecamatan Bruno, Desa Nglaris, Ngasinan, Kalijambe, Redin di Kecamatan Bener. 

Berikut merupakan rincian tingkat risiko persampahan di Kabupaten Purworejo : 

Tabel II. 8 
Tingkat Risiko Persampahan Kabupate n Purworejo  

Skor Risiko 
Persampahan 

Klasifikasi  Jumlah Desa Persentase 

1 Rendah 0 0.00% 

2 Sedang 185 37.45% 

3 Tinggi 272 55.06% 

4 
Sangat 
Tinggi 

37 7.49% 

Total  494 100.00%  

Sumber : SSK Kabupaten Purworejo, 2017-2021 
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Gambar 2. 8 

Peta Risiko Persampahan Kabupaten Purworejo  
Sumber : SSK Kabupaten Purworejo, 2017-2021 

b. Cakupan Pelayanan Persampahan  
Berdasarkan Dokumen SSK Purworejo Tahun 2024 mengenai cakupan pelayanan 

persampahan diketahui bahwa hampir semua wilayah di Kabupaten Purworejo 

memiliki jangkauan pelayanan persampahan yang rendah yakni sekitar 93,32% 

atau 461 desa/kelurahan tidak terjangkau pelayanan persampahan dengan baik.  

Hanya desa Borokulon Kecamatan Banyuurip, desa Brondongrejo Kecamatan 

Purwodari yang masuk kategori pelayanan persampahan tinggi, serta kelurahan 

Pangenjurutengah Kecamatan Purworejo, desa Seborokrapyak Kecamatan 

Banyuurip, dan kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi yang termasuk 

dalam kategori pelayanan persampahan sangat tinggi. Berikut merupakan rincian 

cakupan pelayanan persampahan di Kabupaten Purworejo : 

Tabel II. 9 
Cakupan Pelayanan Persampahan Kabupaten Purworejo  

Cakupan Pelayanan 
Persampahan 

Klasifikasi  Jumlah Desa Persentase 

0% - 25% Rendah 461 93.32% 

25% - 50% Sedang 28 5.67% 

50% - 75% Tinggi 2 0.40% 

75%-100% 
Sangat 
Tinggi 

3 0.61% 

Total  494 100.00%  

Sumber : SSK Kabupaten Purworejo, 2024 
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Gambar 2. 9 

Peta Cakupan Pelayanan Persampahan Kabupaten Purworejo  
Sumber : SSK Kabupaten Purworejo, 2024 

c. Intervensi Penanganan  

Berdasarkan data mengenai penanganan pengelolaan persampahan baik melalui 

APBN maupun APBD bahwa mayoritas kegiatan penanganan sampah di 

Kabupaten Purworejo adalah kegiatan APBN berupa program TPS 3R yang ada di 

7 desa/kelurahan di Kabupaten Purworejo, sedangkan KOTAKU ada di Desa 

Kutoarjo Kecamatan Kutoarjo. Berikut  merupakan rincian kegiatan intervensi 

penanganan sektor persampahan yang ada di Kabupaten Purworejo : 

Tabel II. 10 
Kegiatan I ntervensi Penanganan Sektor Persampahan di Kabupaten Purworejo  

No Kegiatan  Desa/ Kelurahan  Persentase 
1 KOTAKU 1 12.5% 

2 TPS 3R 7 87.5% 
Total  8 100%  

Sumber : BPPW Jateng, 2019-2024 
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Gambar 2. 10 

Peta Intervensi Penanganan Sektor Persampahan di Kabupaten Purworejo  
Sumber : BPPW Jateng, 2019-2024 

2.2. KABUPATEN TEMANGGUNG 

2.2.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Temanggung  

Kabupaten Temanggung memiliki luas sekitar 870,65 km2 yang terbagi dalam 20 

Kecamatan, 289 Kelurahan/Desa, 1.518 RW dan 5.792 RT. Jumlah Penduduk Kabupaten 

Temanggung pada tahun 2023 mencapai 808.446 jiwa, dengan 406.100 laki-laki dan 

τπςȢστφ ÐÅÒÅÍÐÕÁÎȢ +ÁÂÕÐÁÔÅÎ 4ÅÍÁÎÇÇÕÎÇ ÂÅÒÁÄÁ ÐÁÄÁ ÐÏÓÉÓÉ ρρπЈ ςσȭ ÓÁÍÐÁÉ ρρπЈ 

τφȭσπȱ "4 ÄÁÎ χЈ ρτȭ ÓÁÍÐÁÉ χЈ σςȭσυȱ ,3Ȣ +ÁÂÕÐÁÔÅÎ ÉÎÉ ÂÅÒÂatasan dengan Kabupaten 

Kendal dan Kabupaten Semarang di utara, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang 

di Timur, Kabupaten Magelang di Selatan, serta Kabupaten Wonosobo di sebelah Barat. 

 
Gambar 2. 11 

Peta Wilayah Kabupaten Temanggung 
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2.2.2 Profil Kumuh Kabupaten Temanggung  

Berdasarkan SK Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 050/7 Tahun 2021 Kabupaten 

Temanggung memiliki 11 Kawasan kumuh yakni Kawasan Praja Niaga seluas 27,49 Ha, 
Kawasan Bhumi Phala seluas 28,98 Ha, Kawasan Tirto Agro seluas 32,62 Ha, Kawasan 

Tlogoharjo Asri seluas 15,00 Ha, Kawasan Bumi Praja seluas 15,53 Ha, Kawasan Kota 

Pusaka seluas 17,53 Ha, Kawasan Bukit Santri seluas 3,87 Ha, Kawasan Sumbingsari seluas 

0,36 Ha, Kawasan Bagusan seluas 1,68 Ha, Kawasan Progo Berdaya seluas 14,54 Ha, 

Kawasan Manganjo seluas 19,23 Ha. 

Pada tahun 2024 Kabupaten Temanggung telah melakukan update pendataan kumuh dan 

penanganan kumuh yang telah disahkan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 

Permukiman dan Lingkungan Hidup melalui Berita Acara nomor 522.21/12/75/2024 

berikut detail lokasi kumuh yang ada di Kabupaten Temangung. 

Tabel II. 11 
Luas Kumuh Akhir  Tahun 2024 Kabupaten Temanggung  Berdasarkan BA Pengurangan Luasan Kumuh  

No Kawasan Kelurahan Kecamatan 
Kumuh 

Awal 2024 
(Ha) 

Sisa Kumuh Tahun 
2024 Status Klasifikasi 

Perkotaan/ 
Perdesaan 

Luas 
(Ha) 

Luas 
Kawasan 

(Ha) 

1 Praja Niaga 

Banyuurip Temanggung 0.79 0.79 

9.64 

Perkotaan 

Butuh Temanggung 0.80 0.80 Perkotaan 

Jampirejo Temanggung 1.70 1.70 Perkotaan 

Jampiroso Temanggung 2.68 2.68 Perkotaan 

Temanggung I Temanggung 3.33 3.33 Perkotaan 

Temanggung II Temanggung 0.34 0.34 Perkotaan 

2 Bhumi Phala 

Kertosari Temanggung 4.72 4.72 

12.54 

Perkotaan 

Kowangan Temanggung 5.07 5.07 Perkotaan 

Madureso Temanggung 2.75 2.75 Perkotaan 

3 Tirto Agro 
Mudal Temanggung 18.64 18.64 

20.31 
Perkotaan 

Mungseng Temanggung 1.67 1.67 Perkotaan 

4 
Tlogoharjo 
Asri 

Joho Temanggung 0.56 0.56 

7.38 

Perkotaan 

Jurang Temanggung 2.97 2.97 Perkotaan 

Kebonsari Temanggung 2.08 2.08 Perkotaan 

Tlogorejo Temanggung 1.77 1.77 Perkotaan 

6 Bumi Praja 
Walitelon 
Selatan 

Temanggung 5.67 5.67 5.67 Perkotaan 

6 Kota Pusaka 

Parakan 
Kauman 

Temanggung 0.43 0.43 

3.89 

Perkotaan 

Parakan 
Wetan 

Temanggung 1.48 1.48 Perkotaan 

Wanutengah Temanggung 1.98 1.98 Perkotaan 

7 Bukit Santri Campursalam Temanggung 3.67 3.67 3.67 Perkotaan 

8 Sumbingsari Glapansari Temanggung 0 0 0 Perkotaan 

9 Bagusan Bagusan Temanggung 0 0 0 Perkotaan 

10 
Progo 
Berdaya 

Kranggan Temanggung 7.77 7.77 
13.43 

Perkotaan 

Sanggrahan Temanggung 5.66 5.66 Perkotaan 

11 Manganjo 
Manggong Temanggung 7.66 7.66 

14.01 
Perkotaan 

Ngadirejo Temanggung 6.35 6.35 Perkotaan 
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No Kawasan Kelurahan Kecamatan 
Kumuh 

Awal 2024 
(Ha) 

Sisa Kumuh Tahun 
2024 Status Klasifikasi 

Perkotaan/ 
Perdesaan 

Luas 
(Ha) 

Luas 
Kawasan 

(Ha) 

Total Luasan Kumuh Kabupaten Temanggung 2024  90.54  

Sumber : BA Penyepakatan Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh Tahun 2024 Kabupaten Temanggung dan 
Peraturan KaBPS No. 120 Tahun 2020 

Berdasarkan berita acara hasil penanganan kumuh dan update data kumuh terakhir tahun 

2024, Kawasan Praja Niaga memiliki sisa kumuh seluas 9,64 Ha, Kawasan Bhumi Phala 

seluas 12,54 Ha, Kawasan Tirto Agro seluas 20,31 Ha, Kawasan Tlogoharjo Asri seluas 7,38 

Ha, Kawasan Bumi Praja seluas 5,67 Ha, Kawasan Kota Pusaka seluas 3,89 Ha, Kawasan 

Bukit Santri seluas 3,67 Ha, Kawasan Sumbingsari seluas 0 Ha, Kawasan Bagusan seluas 0 

Ha, Kawasan Progo Berdaya seluas 13,43 Ha, Kawasan Manganjo seluas 14,01 Ha. 

 

2.2.3 Profil Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kabupaten Temanggung 

2.2.3.1 Sektor Penyediaan Air Minum 

a. Rawan Air  Minum  

Berdasarkan data kerawanan air yang dikeluarkan Dinas PU BMCK Provinsi Jawa 
Tengah diketahui bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Temanggung sekitar 

98,27% atau 284 desa/kelurahan tidak rawan air, hanya ada sekitar 1,73% atau 5 

desa/kelurahan yang rawan air yaitu Desa Kemuning, Larangan Luwok, dan Desa 

Lowungu di Kecamatan Bejen; Desa Bojonegoro di Kecamatan Kedu; dan Desa 

Pengilon di Kecamatan Bulu. Berikut merupakan rincian data kerawanan air 

minum di Kabupaten Temanggung : 

Tabel II. 12 
Tingkat Kerawanan Air Minum Kabupaten Temangg ung 

Kerawanan Air  Jumlah Desa Persentase 

Rawan Air 5 1.73% 

Tidak Rawan Air 284 98.27% 

Total  289 100.00%  

Sumber : Dinas PU BMCK Provinsi Jateng 
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Gambar 2. 12 

Peta Kerawanan Air Minum Kabupaten Temanggung  
Sumber : Dinas PU BMCK Provinsi Jateng 

b. Cakupan Pelayanan Air Minum  

Berdasarkan data cakupan pelayanan air minum yang dikeluarkan Dinas PU BMCK 

Provinsi Jawa Tengah diketahui bahwa cakupan pelayanan air minum Kabupaten 

Temanggung tergolong tinggi dan sangat tinggi yaitu sekitar 54,68% atau 158 

desa/kelurahan, terutama berada di kecamatan - kecamatan sebagai berikut 

seperti Kecamatan Temanggung, Kandangan, Gedawang, Candiroto, Bejen dan 

Wonoboyo. Sementara wilayah Kabupaten Temanggung dengan cakupan 

pelayanan air minum rendah berada di sekitar 18,34% wilayah Kabupaten 

Temanggung atau 53 desa/kelurahan dan pelayanan air minum tingkat sedang 

melingkupi 78 desa/kelurahan atau sekitar 27% dari wilayah Kabupaten 

Temanggung. Berikut merupakan rincian data cakupan pelayanan air minum di 

Kabupaten Temanggung : 

Tabel II. 13 
Cakupan Pelayanan Air Minum Kabupaten Temanggung  

Cakupan Pelayanan 
Air Minum  

Klasifikasi  Jumlah Desa Persentase 

0% - 25% Rendah 53 18% 

25% - 50% Sedang 78 27% 

50% - 75% Tinggi 74 26% 

>75% 
Sangat 
Tinggi 

84 29% 

Total  289 100%  

Sumber : Dinas PU BMCK Provinsi Jateng 
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Gambar 2. 13 

Peta Cakupan Pelayanan Air Minum Kabupaten Temanggung  
Sumber : Dinas PU BMCK Provinsi Jateng 

c. Intervensi Penanganan  

Berdasarkan data mengenai penanganan penyediaan air minum baik melalui 

APBN maupun APBD bahwa mayoritas kegiatan penanganan air bersih di 

Kabupaten Temanggung adalah kegiatan APBN berupa PAMSIMAS yang ada di 95 

desa/kelurahan, kemudian DAK Air Minum yang ada di 34 desa/kelurahan. 

Sementara kegiatan intervensi penanganan penyediaan air bersih dengan sumber 

dana APBD di Kabupaten Temanggung yaitu berupa SPAM Desa ada di 5 

desa/kelurahan, dan SPAM Regional yang ada di 3 desa/kelurahan. Berikut 

merupakan rincian kegiatan intervensi penanganan sektor air minum di 

Kabupaten Temanggung : 

Tabel II. 14 
Kegiatan Intervensi Penanganan Sektor Air Minum di Kabupaten Temanggung  

No Kegiatan  Desa/ Kelurahan  Persentase 
1 KOTAKU 8 5.33% 

2 PAMSIMAS 124 82.67% 

3 SPAM 3 2.00% 
4 DAK AIR MINUM 15 10.00% 

Total  150 100%  
Sumber : BPPW Jateng dan DPU BMCK Jateng, Tahun 2019-2024 
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Gambar 2. 14 

Peta Intervensi Penanganan Sektor Air Minum di Kabupaten Temanggung  
Sumber : BPPW Jateng dan DPU BMCK Jateng, Tahun 2019-2024 

2.2.3.2 Sektor Pengelolaan Air Limbah 

a. Risiko Air Limbah  

Berdasarkan Dokumen SSK Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021 mengenai 

risiko air limbah diketahui bahwa risiko air limbah Kabupaten Temanggung 

dengan klasifikasi tinggi berada di 70 desa/kelurahan atau sekitar 24,22% dari 

total 289 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Temanggung. Sementara 5 

desa/kelurahan atau sekitar 1,73% dari wilayah Kabupaten Temanggung 

memiliki risiko air limbah sangat tinggi. Desa-desa tersebut yaitu Desa Mudal, 

Desa Joho, dan Desa Banyuurip di Kecamatan Temanggung; Desa Pndemulyo di 

Kecamatan Bulu; dan Desa Kaloran di Kecamatan Kaloran. Berdasarkan data 

tersebut, terdapat 214 desa/kelurahan yang tidak diketahui status risiko air 

limbahnya, sehingga tidak dimasukkan dalam pengklasifikasian data risiko air 
limbah dan nantinya tidak diolah dalam analisis terkait.  Berikut merupakan 

rincian tingkat risiko air limbah di Kabupaten Temanggung : 

Tabel II. 15 
Tingkat Risiko Air Limbah Kabupaten Temanggung 

Skor Risiko Air Limbah  Klasifikasi  Jumlah Desa Persentase 

3 Tinggi 70 24.22% 

4 Sangat Tinggi 5 1.73% 

Total Desa di Kab. Temanggung 289   

Sumber : SSK Kabupaten Temanggung, 2017-2021 



Studi Kawasan Permukiman Kumuh 
Eks Karesidenan Kedu (Wilayah II) 
  

LAPORAN AKHIR    23  

 
Gambar 2. 15 

Peta Risiko Air Limbah Kabupaten Temanggung  
Sumber : SSK Kabupaten Temanggung, 2017-2021 

b. Intervensi Penanganan  

Berdasarkan data mengenai penanganan pengelolaan air limbah bahwa mayoritas 

kegiatan di Kabupaten Temanggung adalah kegiatan dengan sumber dana APBN 

berupa SANIMAS SPALDS yang ada di 31 desa/kelurahan, Sementara kegiatan 

DAK Sanitasi yang ada di 18 desa/kelurahan, Kegiatan KOTAKU yang ada di 17 

desa/kelurahan dan kegiatan SPALDT yang ada di 5 desa/kelurahan. Berikut 

merupakan rincian kegiatan intervensi penanganan sektor air limbah di 

Kabupaten Temanggung : 

Tabel II. 16 
Kegiatan Intervensi Penanganan Sektor Persampahan di Kabupaten Temanggung  

No Kegiatan  Desa/ Kelurahan  Persentase 
1 KOTAKU 17 23.94% 
2 SANIMAS SPALDS 31 43.66% 

3 SPALDT 5 7.04% 
4 DAK SANITASI 18 25.35% 

Total  71 100%  
Sumber : BPPW Jateng, 2019-2024 
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Gambar 2. 16 

Peta Intervensi Penanganan Sektor Persampahan di Kabupaten Temanggung  
Sumber : BPPW Jateng, 2019-2024 

2.2.3.3 Sektor Pengelolaan Persampahan 

a. Risiko Persampahan  

Berdasarkan Dokumen SSK Purworejo Tahun 2017-2021 diketahui bahwa sekitar 

41,5% atau 22 desa/kelurahan dari 289 desa/kelurahan di Kabupaten 

Temanggung memiliki risiko persampahan klasifikasi rendah. Sementara 22 

desa/kelurahan berada pada risiko persampahan klasifikasi sedang dan 18 

desa/kelurahan berada pada risiko persampahan klasifikasi tinggi. Berdasarkan 

data yang ada, sebanyak 256 desa/kelurahan tidak diketahui kondisi risiko 

persampahannya, sehingga tidak dimasukkan dalam pengklasifikasian data risiko 

persampahan dan nantinya tidak diolah dalam analisis terkait. Berikut merupakan 

rincian risiko persampahan di Kabupaten Temanggung :  

Tabel II. 17 
Tingkat Risiko Persampahan Kabupaten Temanggung  

Skor Risiko 
Persampahan 

Klasifikasi  Jumlah Desa Persentase 

1 Rendah 13 4.50% 

2 Sedang 22 7.61% 

3 Tinggi 18 6.23% 

4 Sangat Tinggi     

Total Desa di Kab. Temanggung 289   

Sumber : SSK Kabupaten Temanggung, 2017-2021 
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Gambar 2. 17 
Peta Risiko Persampahan Kabuapten Temanggung  

Sumber : SSK Kabupaten Temanggung, 2017-2021 

b. Intervensi Penanganan  

Berdasarkan data mengenai penanganan pengelolaan air limbah bahwa mayoritas 

kegiatan penanganan persampahan di Kabupaten Temanggung adalah kegiatan 

yang bersumber dana APBN berupa DAK Sanitasi yang ada di 12 desa/kelurahan, 

program TPS 3R yang ada di 8 desa/kelurahan dan KOTAKU yang ada di 6 

desa/kelurahan. Berikut merupakan rincian kegiatan intervensi penanganan 

sektor persampahan di Kabupaten Temanggung : 

Tabel II. 18 
Kegiatan Intervensi Penanganan Sektor Persampahan di Kabupaten Temanggung  

No Kegiatan  Desa/ Kelurahan  Persentase 
1 KOTAKU 6 23.08% 
2 TPS 3R 8 30.77% 
4 DAK Sanitasi 12 46.15% 

Total  26 100%  
Sumber : BPPW Jateng, 2019-2024 
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Gambar 2. 18 

Peta Intervensi Penanganan Sektor Persampahan di Kabupaten Temanggung  
Sumber : BPPW Jateng, 2019-2024 

2.3. KABUPATEN WONOSOBO 

2.3.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Wonosobo  

Kabupaten Wonosobo memiliki luas wilayah sekitar 984,68 km2 yang terbagi dalam 15 

Kecamatan, 265 Kelurahan/Desa, 1.759 RW dan 6.767 RT. Jumlah Penduduk Kabupaten 

Wonosobo pada tahun 2023 mencapai 909.664 jiwa, dengan 463.181 laki-laki dan 446.483 

perempuan. Kabupaten Wonosobo berada pada ÐÏÓÉÓÉ χЈρρȭ ÓÁÍÐÁÉ χЈσφȭ ,3 ÄÁÎ ρπωЈτσȭ 

ÓÁÍÐÁÉ ρρπЈπτȭ "4Ȣ +ÁÂÕÐÁÔÅÎ ÉÎÉ ÂÅÒÂÁÔÁÓÁÎ ÄÅÎÇÁÎ +ÁÂÕÐÁÔÅÎ +ÅÎÄÁÌ ÄÁÎ +ÁÂÕÐÁÔÅÎ 

Batang di utara, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang di Timur, Kabupaten 

Kebumen dan Kabupaten Purworejo di Selatan, serta Kabupaten Banjarnegara dan 

Kabupaten Kebumen di sebelah Barat. 

 

Gambar 2. 19 
Peta Wilayah Kabupaten Wonosobo  
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2.3.2 Profil Kumuh Kabuaten Wonosobo  

Berdasarkan SK Bupati Nomor 663/563/2021 Kabupaten Wonosobo memiliki 39 

Kawasan kumuh dengan total luas 814,023 Ha yakni Kawasan Andal seluas 28,845 Ha, 
Kawasan Bojasari seluas 10,487 Ha, Kawasan Bomerto seluas 20,852 Ha, Kawasan 

Bumireso seluas 7,261 Ha, Kawasan Garung seluas 17,999 Ha, Kawasan Gondang seluas 

15,602 Ha, Kawasan Jaraksari seluas 27,477 Ha, Kawasan Jlamprang seluas 10,073 Ha, 

Kawasan Jogoyitnan seluas 5,196 Ha, Kawasan Kalianget seluas 19,233 Ha, Kawasan 

Kalibeber 9,240 Ha, Kawasan Kaliselorejo seluas 56,339 Ha, Kawasan Kaliwiro seluas 

35,512 Ha, Kawasan Karangsambung seluas 31, 564 Ha, Kawasan Kejajar seluas 13,743 Ha, 

Kawasan Kejiwan seluas 6,648 Ha, Kawasan Kembaran seluas 10,822 Ha, Kawasan Kepil 

seluas 32,840 Ha, Kawasan Kraburan seluas 62,137 Ha, Kawasan Kramatan seluas 14,470 

Ha, Kawasan Leksono seluas 8,711 Ha, Kawasan Pagerkukuh seluas 8,103 Ha, Kawasan 

Paksam seluas 19,061 Ha, Kawasan Pancurwening seluas 6,271 Ha, Kawasan Perkotaan 

Kertek seluas 63,522 Ha, Kawasan Rojoimo seluas 14,042 Ha, Kawasan Sapuran seluas 

14,097 Ha, Kawasan Sariyoso seluas 7,188 Ha, Kawasan Sawangan seluas 32,902 Ha, 
Kawasan Sedayu seluas 11,353 Ha, Kawasan Sukoharjo seluas 15,861 Ha, Kawasan 

Tawangsari seluas 4,712 Ha, Kawasan Tlogojati seluas 16,736 Ha, Kawasan Wadaslintang 

seluas 24,693 Ha, Kawasan Wonolelo seluas 7,069 Ha, Kawasan Wonoroto seluas 20,716 

Ha, Kawasan Wonosari seluas 12,945 Ha, Kawasan Wonosobo Barat-Timur seluas 36,735 

Ha, Kawasan Wringindewongadi seluas 59,966 Ha. 

Pada tahun 2024 Kabupaten Wonosobo telah melakukan update pendataan kumuh dan 

penanganan kumuh yang telah disahkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 

dan Perhubungan melalui Berita Acara nomor 600.2/359/Disperkimhub tahun 2024 

berikut detail lokasi kumuh yang ada di Kabupaten Wonosobo. 

Tabel II. 19 
Luas Kumuh Akhir  Tahun 2024 Kabupaten Wonosobo Berdasarkan BA Pengurangan Luasan Kumuh  

No Kawasan Kelurahan Kecamatan 
Kumuh 

Awal 2024 
(Ha) 

Sisa Kumuh Tahun 
2024 Status Klasifikasi 

Perkotaan/ 
Perdesaan 

Luas 
(Ha) 

Luas 
Kawasan 

(Ha) 

1 Andongsili Andongsili Mojotengah 7.30 7.30 7.30 Perkotaan 

2 Mudal Mudal Mojotengah 14,30 11.28 11.28 Perkotaan 

3 Bojasari Bojasari Kertek 10,24 10.24 10.24 Perkotaan 

4 Bomerto Bomerto Wonosobo 14.67 6.92 6.92 Perkotaan 

5 Bumireso Bumireso Wonosobo 4.38 3.74 3.74 Perkotaan 

6 Garung Garung Garung 11.26 11.26 11.26 Perkotaan 

7 Gondang Gondang Watumalang 10.01 10.01 10.01 Perkotaan 

8 Jaraksari Jaraksari Wonosobo 17.77 13.53 13.53 Perkotaan 

9 Jlamprang Jlamprang Wonosobo 5.33 3.82 3.82 Perkotaan 

10 Jogoyitnan Jogoyitnan Wonosobo 3.53 1.44 1.44 Perkotaan 

11 Kalianget Kalianget Wonosobo 16.75 15.71 15.71 Perkotaan 

12 Kalibeber Kalibeber Mojotengah 8.18 7.80 7.80 Perkotaan 

13 Kalierang Kalierang Selomerto 17.59 13.14 13.14 Perkotaan 

14 Selomerto Selomerto Selomerto 5.69 5.26 5.26 Perkotaan 

15 Wonorejo Wonorejo Selomerto 13.85 9.74 9.74 Perkotaan 

16 Kaliwiro  Kaliwiro  Kaliwiro  25.67 24.64 24.64 Perkotaan 
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No Kawasan Kelurahan Kecamatan 
Kumuh 

Awal 2024 
(Ha) 

Sisa Kumuh Tahun 
2024 Status Klasifikasi 

Perkotaan/ 
Perdesaan 

Luas 
(Ha) 

Luas 
Kawasan 

(Ha) 

17 Karangsambung Karangsambung Kalibawang 21.09 20.29 20.29 Perkotaan 

18 Kejajar Kejajar Kejajar 11.54 11.54 11.54 Perkotaan 

19 Kejiwan Kejiwan Wonosobo 6.26 6.26 6.26 Perkotaan 

20 Kembaran Kembaran Kalikajar 9.37 9.37 9.37 Perkotaan 

21 Kepil Kepil Kepil 16.90 13.44 13.44 Perkotaan 

22 Blederan Blederan Mojotengah 35.03 31.57 31.57 Perkotaan 

23 Bumirejo Bumirejo Mojotengah 29.11 23.39 23.39 Perkotaan 

24 Krasak Krasak Mojotengah 9.52 9.52 9.52 Perkotaan 

25 Kramatan Kramatan Wonosobo 10.19 8.45 8.45 Perkotaan 

26 Leksono Leksono Leksono 8.09 8.09 8.09 Perkotaan 

27 Pagerkukuh Pagerkukuh Wonosobo 6.34 5.54 5.54 Perkotaan 

28 Mlipak Mlipak Wonosobo 8.54 2.94 2.94 Perkotaan 

29 Sambek Sambek Wonosobo 6.16 2.94 2.94 Perkotaan 

30 Pancurwening Pancurwening Wonosobo 3.42 1.84 1.84 Perkotaan 

31 Kalikajar Kalikajar Kalikajar 6.01 6.01 6.01 Perkotaan 

32 Maduretno Maduretno Kalikajar 8.14 8.14 8.14 Perkotaan 

33 Karangluhur Karangluhur Kertek 8.97 8.97 8.97 Perkotaan 

34 Kertek Kertek Kertek 16.92 16.92 16.92 Perkotaan 

35 Sindupaten Sindupaten Kertek 7.65 7.65 7.65 Perkotaan 

36 Sumberdalem Sumberdalem Kertek 8.91 8.91 8.91 Perkotaan 

37 Rojoimo Rojoimo Wonosobo 10.90 10.90 10.90 Perkotaan 

38 Sapuran Sapuran Sapuran 10.27 7.51 7.51 Perkotaan 

39 Sariyoso Sariyoso Wonosobo 5.73 4.21 4.21 Perkotaan 

40 Sawangan Sawangan Leksono 13.60 7.15 7.15 Perdesaan 

41 Sedayu Sedayu Sapuran 9.03 9.03 9.03 Perdesaan 

42 Sukoharjo Sukoharjo Sukoharjo 11.51 11.51 11.51 Perkotaan 

43 Tawangsari Tawangsari Wonosobo 3.52 2.19 2.19 Perkotaan 

44 Tlogojati Tlogojati Wonosobo 13.32 13.32 13.32 Perkotaan 

45 Wadaslintang Wadaslintang Wadaslintang 16.72 16.72 16.72 Perkotaan 

46 Wonolelo Wonolelo Wonosobo 5.09 5.09 5.09 Perkotaan 

47 Wonoroto Wonoroto Watumalang 13.72 13.72 13.72 Perkotaan 

48 Wonosari Wonosari Wonosobo 9.97 9.97 9.97 Perkotaan 

49 
Wonosobo 
Barat 

Wonosobo 
Barat 

Wonosobo 21.52 20.77 20.77 Perkotaan 

50 
Wonosobo 
Timur 

Wonosobo 
Timur 

Wonosobo 1.00 1.00 1.00 Perkotaan 

51 Ngadikusuman Ngadikusuman Kertek 13.85 11.87 11.87 Perkotaan 

52 Sudungdewo Sudungdewo Kertek 15.83 13.80 13.80 Perkotaan 

53 Wringinanom Wringinanom Kertek 13.56 12.34 12.34 Perkotaan 

Total Luasan Kumuh Kabu paten Wonosobo 2024  524.43   

Sumber : BA Penyepakatan Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh Tahun 2024 Kabupaten Wonosobo dan Peraturan 

KaBPS No. 120 Tahun 2020 
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Berdasarkan berita acara hasil penanganan kumuh dan update data kumuh terakhir tahun 

2024, Kawasan Andongsili memiliki sisa kumuh seluas 7,30 Ha, Kawasan Mudal seluas 

11.28 Ha, Kawasan Bojasari seluas 10.24 Ha, Kawasan Bomerto seluas 6.92 Ha, Kawasan 
Bumireso seluas 3.74 Ha, Kawasan Garung seluas 11.26 Ha, Kawasan Gondang seluas 10.01 

Ha, Kawasan Jaraksari seluas 13.53 Ha, Kawasan Jlamprang seluas 3.82 Ha, Kawasan 

Jogoyitnan seluas 1.44 Ha, Kawasan Kalianget seluas 15.71 Ha, Kawasan Kalibeber seluas 

7.80 Ha, Kawasan Kalierang seluas 13.14 Ha, Kawasan Selomerto seluas 5.26 Ha, Kawasan 

Wonorejo seluas 9.74 Ha, Kawasan Kaliwiro seluas 24.64 Ha, Kawasan Karangsambung 

seluas 20.29 Ha, Kawasan Kejajar 11.54 Ha, Kawasan Kejiwan seluas 6.26 Ha, Kawasan 

Kembaran seluas 9.37 Ha, Kawasan Kepil seluas 13.44 Ha, Kawasam Blederan seluas 31.57 

Ha, Kawasan Bumirejo seluas 23.39 Ha, Kawasan Krasak seluas 9.52 Ha, Kawasan 

Kramatan seluas 8.45 Ha, Kawasan Leksono seluas 8.09 Ha, Kawasan Pagerkukuh seluas 

5.54 Ha, Kawasan Mlipak seluas 2.94 Ha, Kawasan Sambek seluas 2.94 Ha, Kawasan 

Pancurwening seluas 1.84 Ha, Kawasan Kalikajar seluas 6.01 Ha, Kawasan Maduretno 

seluas 8.14 Ha, Kawasan Karangluhur seluas 8.97 Ha, Kawasan Kertek seluas 16.92 Ha, 
Kawasan Sindupaten seluas 7.65 Ha, Kawasan Sumberdalem seluas 8.91 Ha, Kawasan 

Rojoimo seluas 10.90 Ha, Kawasan Sapuran seluas 7.51 Ha, Kawasan Sariyoso seluas 4.21 

Ha, Kawasan Sawangan seluas 7.15 Ha, Kawasan Sedayu seluas 9.03 Ha, Kawasan 

Sukoharjo seluas 11.51 Ha, Kawasan Tawangsari seluas 2.19 Ha, Kawasan Tlogojati seluas 

13.32 Ha, Kawasan Wadaslintang seluas 16.72 Ha, Kawasan Wonolelo seluas 5.09 Ha, 

Kawasan Wonoroto seluas 13.72 Ha, Kawasan Wonosari seluas 9.97 Ha, Kawasan 

Wonosobo Barat seluas 20.77 Ha, Kawasan Wonosobo Timur seluas 1.00 Ha, Kawasan 

Ngadikusuman seluas 11.87 Ha, Kawasan Sudungdewo seluas 13.80 Ha, Kawasan 

Wringinanom seluas 12.34 Ha. 

 

2.3.3 Profil Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kabupaten Wonosobo  

2.3.3.1 Sektor Penyediaan Air Minum 

a. Rawan Air  Minum  

Berdasarkan data kerawanan air yang dikeluarkan Dinas PU BMCK Provinsi Jawa 

Tengah diketahui bahwa seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo atau sejumlah 

265 desa/kelurahan tidak mengalami kerawanan air. Berikut merupakan rincian 

data kerawanan air minum di Kabupaten Wonosobo : 

Tabel II. 20 
Tingkat Kerawanan Air Minum Kabupaten Wonosobo  

Kerawanan Air  Jumlah Desa Persentase 

Rawan Air 0 0% 

Tidak Rawan Air 265 100.00% 

Total  265 100.00%  

Sumber : Dinas PU BMCK Provinsi Jateng 
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Gambar 2. 20 

Peta Kerawanan Air Minum Kabupaten Wonosobo  
Sumber : Dinas PU BMCK Provinsi Jateng 

b. Cakupan Pelayanan Air Minum  
Berdasarkan data cakupan pelayanan air minum yang dikeluarkan Dinas PU BMCK 

Provinsi Jawa Tengah diketahui bahwa sebagian besar Kabupaten Wonosobo 

sekitar 77,74% atau 206 desa/kelurahan memiliki kategori cakupan pelayanan air 

bersih yang sangat tinggi/sangat baik, dan sekitar 22,26% atau 59 desa/kelurahan 

memiliki kategori cakupan pelayanan air bersih yang tinggi/baik. Berikut 

merupakan rincian data cakupan pelayanan air minum di Kabupaten Wonosobo : 

Tabel II. 21 
Cakupan Pelayanan Air Minum Kabupaten Wonosobo  

Cakupan Pelayanan Air 
Minum  

Klasifikasi  Jumlah Desa Persentase 

50% - 75% Tinggi 59 22% 

75% - 100% Sangat Tinggi 206 78% 

Total  265 100%  

Sumber : Dinas PU BMCK Provinsi Jateng 
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Gambar 2. 21 

Peta Cakupan Pelayanan Air Minum Kabupaten Wonosobo  
Sumber : Dinas PU BMCK Provinsi Jateng 

c. Intervensi Penanganan  

Berdasarkan data mengenai penanganan penyediaan air minum bahwa mayoritas 

kegiatan penanganan air minum di Kabupaten Wonosobo yang bersumber dari 

dana APBN seperti PAMSIMAS yang ada di 69 desa/kelurahan, DAK Air Minum 

yang ada di 41 desa/kelurahan, serta KOTAKU yang ada di Desa Bomerto 

Kecamatan Wonosobo. Berikut merupakan rincian kegiatan intervensi 

penanganan sektor air minum di Kabupaten Wonosobo : 

Tabel II. 22 
Kegiatan Intervensi Penanganan Sektor Air Minum di Kabupaten Wonosobo  

No Kegiatan  Desa/ Kelurahan  Persentase 
1 KOTAKU 1 0.90% 

2 PAMSIMAS 69 61.16% 

3 DAK Air Minum 41 36.94% 
Total  111 100%  

Sumber : BPPW Jateng Tahun 2019-2024 
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Gambar 2. 22 

Peta Intervensi Penanganan Sektor Air Minum di Kabupaten Wonosobo  
Sumber : BPPW Jateng Tahun 2019-2024 

2.3.3.2 Sektor Pengelolaan Air Limbah 

a. Risiko Air Limbah  

Berdasarkan Dokumen SSK Wonosobo Tahun 2021-2025 mengenai risiko air 

limbah diketahui bahwa sebagian besar Kabupaten Wonosobo sekitar 40,75% 

atau 108 desa/kelurahan memiliki risiko air limbah yang sangat tinggi yang 

berkonsentrasi di lereng Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro seperti di 

Kecamatan Kalikajar, Kecamatan Kalikajar, Kecamatan Kejajar, Kecamatan Kepil, 

Kecamatan Kertek, Kecamatan Mojotengah, Kecamatan Selomerto, dan Kecamatan 

Wadaslintang. Berikut merupakan rincian tingkat risiko air limbah di Kabupaten 

Wonosobo : 

Tabel II. 23 
Tingkat Risiko Air Limbah Kabupaten Wonosobo  

Skor Risiko 
Air Limbah  

Klasifikasi  Jumlah Desa Persentase 

1 Rendah 21 7.92% 

2 Sedang 91 34.34% 

3 Tinggi 45 16.98% 

4 Sangat Tinggi 108 40.75% 

Total  265 100.00%  

Sumber : SSK Kabupaten Wonosobo, 2021-2025 
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Gambar 2. 23 

Peta Risiko Air Limbah Kabupaten Wonosobo  
Sumber : SSK Kabupaten Wonosobo, 2021-2025 

b. Cakupan Pelayanan Air Limbah  
Berdasarkan Dokumen SSK Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2025 mengenai 

cakupan pelayanan air limbah diketahui bahwa sebagian besar Kabupaten 

Wonosobo sekitar 96,98% atau 257 desa/kelurahan memiiki cakupan pelayanan 

air limbah yang rendah, hanya ada 2 kelurahan yang memiliki cakupan pelayanan 

air limbah yang tinggi yaitu ada di Desa Kejiwan dan Desa Jaraksari. Berikut 

merupakan rincian cakupan pelayanan air limbah di Kabupaten Wonosobo : 

Tabel II. 24 
Cakupan Pelayanan Air Limbah Kabupaten Wonosobo  

Cakupan 
Pelayanan Air 

Limbah  
Klasifikasi  Jumlah Desa Persentase 

0% - 25% Rendah 257 96.98% 

25%-50% Sedang 6 2.26% 

50% - 75% Tinggi 2 0.75% 

Total  265 100.00%  

Sumber : SSK Kabupaten Wonosobo, 2021-2025 
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Gambar 2. 24 

Peta Cakupan Pelayanan Air Limbah Kabupaten Wonosobo  
Sumber : SSK Kabupaten Wonosobo, 2024 

c. Intervensi Penanganan  
Berdasarkan data mengenai penanganan pengelolaan air limbah bahwa mayoritas 

kegiatan penanganan air limbah di Kabupaten Wonosobo yang bersumber dari 

dana APBN seperti DAK Sanitasi yang ada di 57 desa/kelurahan, KOTAKU yang ada 

di 5 desa/kelurahan, Sementara penanganan berupa SANIMAS SPALDS dan 

SPALDT yang masing-masing ada di 3 desa/kelurahan. Berikut merupakan rincian 

kegiatan intervensi penanganan sektor air limbah di Kabupaten Wonosobo : 

Tabel II. 25 
Kegiatan Intervensi Penanganan Sektor Air Limbah di Kabupaten Wonosobo  

No Kegiatan  Desa/ Kelurahan  Persentase 
1 KOTAKU 5 7.35% 
2 SANIMAS SPALDS 3 4.41% 

3 SPALDT 3 4.41% 
4 DAK Sanitasi 57 83.82% 

Total  68 100%  
Sumber : BPPW Jateng Tahun 2019-2024 
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Gambar 2. 25 

Peta Intervensi Penanganan Sektor Air Limbah di Kabupaten Wonosobo  
Sumber : BPPW Jateng Tahun 2019-2024 

2.3.3.3 Sektor Pengelolaan Persampahan 

a. Risiko Persampahan  

Berdasarkan Dokumen SSK Wonosobo Tahun 2021-2025 mengenai risiko 

persampahan diketahui bahwa sebagian besar Kabupaten Wonosobo memiliki 

risiko persampahan yang tinggi dan sangat tinggi, sekitar 71,70% atau 190 

desa/kelurahan memiliki kategori risiko tinggi menyebar di seluruh wilayah 

Wonosobo seperti di Kecamatan Garung, Kecamatan Kalikajar, Kecamatan 

Kaliwiro, Kecamatan Kejajar, Kecamatan Kepil, Kecamatan Kertek, Kecamatan 

Leksono, Kecamatan Mojotengah, Kecamatan Sapuran, Kecamatan Selomerto, 

Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Wadaslintang, Kecamatan Watumalang dan 

Kecamatan Wonosobo. Sedangkan ada sekitar 26,79% atau 71 desa kelurahan 

dengan risiko sangat tinggi yang menyebar juga di beberapa kecamatan di 
Kabupaten Wonosobo seperti Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Kertek, 

Kecamatan Garung, Kecamatan Kejajar, Kecamatan Kepil, Kecamatan Mojotengah 

dll. Berikut merupakan rincian tingkat risiko persampahan di Kabupaten 

Wonosobo : 

Tabel II. 26 
Tingkat Risiko Persampahan Kabuapten Wonosobo  

Skor Risiko 
Persampahan 

Klasifikasi  Jumlah Desa Persentase 

2 Sedang 4 1.51% 

3 Tinggi 190 71.70% 

4 Sangat Tinggi 71 26.79% 

Total  265 100.00%  

Sumber : SSK Kabupaten Wonosobo, 2021-2025 
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Gambar 2. 26 

Peta Risiko Persampahan Kabupaten Wonosbo  
Sumber : SSK Kabupaten Wonosobo, 2021-2025 

b. Cakupan Pelayanan Persampahan  

Berdasarkan Dokumen SSK Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2025 mengenai 

cakupan pelayanan persampahan diketahui bahwa sebagian besar Kabupaten 

Wonosobo memiliki cakupan pelayanan persampahan yang rendah yakni sekitar 

65,66% atau 174 desa/kelurahan. Cakupan pelayanan persampahan masuk 

kategori tinggi dan sangat tinggi sebagian besar ada di daerah perkotaan seperti 
Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Selomerto, Kecamatan Mojotengah dan 

Kecamatan Garung. Berikut merupakan rincian cakupan pelayanan persampahan 

di Kabupaten Wonosobo : 

Tabel II. 27 
Cakupan Pelayanan Persampahan Kabupaten Wonosobo  

Cakupan Pelayanan 
Persampahan 

Klasifikasi  Jumlah Desa Persentase 

0% - 25% Rendah 174 65.66% 

25% - 50% Sedang 6 2.26% 

50% - 75% Tinggi 52 19.62% 

>75% Sangat Tinggi 33 12.45% 

Total  265 100.00%  

Sumber : SSK Kabupaten Wonosobo, 2021-2025 
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Gambar 2. 27 

Peta Cakupan Pelayanan Persampahan Kabupaten Wonosobo  
Sumber : SSK Kabupaten Wonosobo, 2021-2025 

c. Intervensi Penanganan  
Berdasarkan data mengenai penanganan pengelolaan persampahan bahwa 

mayoritas kegiatan APBN dalam penanganan persampahan di Kabupaten 

Wonosobo adalah KOTAKU yang ada di 6 desa/kelurahan, program TPS 3R yang 

ada di 3 desa/kelurahan, Program DAK Sanitasi yang ada di 2 desa/kelurahan. 

Berikut merupakan rincian kegiatan intervensi penanganan sektor air limbah di 

Kabupaten Wonosobo : 

Tabel II. 28 
Kegiatan Intervensi Penanganan Sektor Persampahan di  Kabupaten Wonosobo  

No Kegiatan  Desa/ Kelurahan  Persentase 
1 KOTAKU 6 54.55% 
2 TPS 3R 3 27.27% 

3 DAK Sanitasi 2 18.18% 
Total  11 100%  

Sumber : BPPW Jateng Tahun 2019-2024 
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Gambar 2. 28 

Peta Intervensi Penanganan Sektor Pers ampahan di Kabupaten Wonosobo  
Sumber : BPPW Jateng Tahun 2019-2024 

2.4. KABUPATEN KEBUMEN 

2.4.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kebumen  

Kabupaten Kebumen memiliki luas sekitar 1.281,12 km2 yang terbagi dalam 26 

Kecamatan, 460 Kelurahan/Desa, 1.991 RW dan 7.208 RT. Jumlah Penduduk Kabupaten 

Kebumen pada tahun 2023 mencapai 1.397.555 jiwa, dengan 708.362 laki-laki dan 

φψωȢρωσ ÐÅÒÅÍÐÕÁÎȢ +ÁÂÕÐÁÔÅÎ +ÅÂÕÍÅÎ ÂÅÒÁÄÁ ÐÁÄÁ ÐÏÓÉÓÉ ρπωπσσȭ ÓÁÍÐÁÉ ρπωπυπȭ "4 

ÄÁÎ χπςχȭ ÓÁÍÐÁÉ χπυπȭ ,3Ȣ +ÁÂÕÐÁÔÅÎ ÉÎÉ ÂÅÒÂÁÔÁÓÁÎ ÄÅngan Kabupaten Banjarnegara di 

Utara, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo di Timur, Samudera Hindia di 

Selatan, serta Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas di sebelah Barat. 

 
Gambar 2. 29 

Peta Wilayah Kabupaten Kebumen  










































































































































































































































































































